BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian di wilayah

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Limba B, diperoleh kesimpulan

sebagai berikut.

a. Kondisi kekumuhan di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
Kota Gorontalo khususnya di Kawasan Limba B, termasuk kategori kumuh
sedang, artinya ada kesesuaian hasil antara studi terdahulu (2013) dengan hasil
penelitian saat ini, sehingga sudah perlu dilakukan usaha pencegahan dan
peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuhnya.

b. Kondisi jaringan jalan lingkungan di kawasan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di Kota Gorontalo, khususnya di Kawasan Limba B secara
umum aksesbilitas dan konektifitasnya; persentase jangkauan jaringan jalan
lingkungan yang layak sebesar 53%, jaringan jalan lingkungan yang tidak
layak sebesar 47%. Persentase rasio kelayakan panjang jalan terhadap luas
wilayah hanya sebesar 0,01% yang berarti jauh dari ketentuan rasio kelayakan
yang seharusnya sebesar 5%.

c. Penataan jaringan jalan lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas di
kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo,
khususnya di Kawasan Limba B yang dapat diterapkan adalah menggunakan
Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM),
yakni adanya penambahan drainase atau saluran mortar yang menggunakan
penutup sehingga bisa dijadikan bahu jalan serta badan jalan yang ada harus
diperkeras.

5.2 SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian di wilayah

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Limba B, dapat diberikan saran-

saran maupun rekomendasi sebagai berikut.

a. Secara teknis kondisi kekumuhan di kawasan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di Kota Gorontalo khususnya di Kawasan Limba B,



termasuk kategori kumuh sedang, sehingga sudah perlu lakukan usaha
pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
kumuh melalui revitalisasi jaringan jalan lingkungan yang sudah ada, melalui
pendekatan teknis (PU-Binamarga) maupun pendekatan non teknis (kultural
masyarakat setempat), agar tidak menimbulkan permasalah baru.

. Penelitian dapat direkomendasikan untuk penelitian lanjutan, dengan meninjau
aspek infrastruktur lainnya, misalnya kelengkapan dan fungsi drainase

lingkungan, serta ketersediaan prasarana pemadam kebakaran.
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